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PUTUSAN

Nomor 1434/Pdt.G/2022/PA.Bjm
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan
putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin,
01 Maret 1995, agama Islam, pekerjaan lbu Rumah
Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman
di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT. XX, RW. XX,
Kelurahan xxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Selatan,

Kota Banjarmasin, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Tamban Kecil,
12 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Buruh
Pabrik, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di
Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT. xX, RW. xx, (mes
Gudang Paikat) Kelurahan Mantuil, Kecamatan
Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, sebagai

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannnya tanggal 01 Desember
2022 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan = Agama Banjarmasin, dengan Nomor
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1434/Pdt.G/2022/PA.Bjm, tanggal 05 Desember 2022, dengan dalil-dalil pada

pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat
pada tanggal 01 April 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan
Banjarmasin Selatan, dengan Kutipan Nikah Nomor : xxxx/029/1V/2012
tanggal 09 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, (ba'da dukhul) dan
keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah orang tua Penggugat
di Mantuil, dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di
Desa Tamban selama 6 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang
bernama  XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin tanggal 04 Januari
2013;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah
dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit
didamaikan sejak awal tahun 2019 Sampai dengan September 2019;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin tajam dan memuncak terjadi pada awal tahun 2019;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut
adalah karena ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak
kepada Penggugat dikarenakan uang Tergugat banyak digunakan Tergugat
sendiri untuk belanja Tergugat, sehingga kebutuhan dalam rumah tangga
kurang dan Penggugat terpaksa berhutang untuk mencukupi kebutuhan
dalam rumah tangga, hal ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman
berumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhimya
sejak.bulan September 2019 hingga sekarang telah berpisah tempat selama
lebih kurang 3 tahun 2 bulan, Penggugat pergi meninggalkan tempat
kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini
Penggugat bertempat tinggal di sebaghaimana alamat Tergugat di atas Dan
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Tergugat bertempat tinggal di bertempat tinggal di sebagaimana alamat
Tergugat di atas;
8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama3 tahun 2
bulan bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana
sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi
melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan
lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang
berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun
lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon agar
Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya
berbunyi:
PRIMER :
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat
(DOORXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan berlaku;
SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas)
Nomor 1434/Pdt.G/2022/PA Bjm tanggal 07 Desember 2022 dan tanggal 15
Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sabh;
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Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak
bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalii gugatannya, Penggugat telah
mengajukan bukti berupa:

A.

Surat:
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
tanggal 03 Maret 2021, atas nama XXXXXXXXXXXxxX (Penggugat), yang
keluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Banjarmasin, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,
sebagai bukti P. 1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxx/029/IV/2012 tanggal 09
April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Banjarmasin  Selatan, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok
dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

B.

Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin,
tanggal 10 Mei 1956, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh
Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXxX, RT. xx, RW.
xX, Kelurahan xxxxxxxxxx, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota
Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai
berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang

menikah pada April 2012;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
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- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberi
nafkah yang layak terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar Penggugat dan Tergugat
bertengkar mulut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah
hingga sekarang sudah lebih 3 tahun;
- Bahwa setelah berpisah Tergugat pernah datang hanya untuk
menyerahkan Penggugat kepada kami orang tua Penggugat, setelah
itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling menemui;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah
didamaikan, namun tidak berhasil;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Banjarmasin,
tanggal 06 Juni 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta,
tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxx, RT. xx, RW. X, No. xx, Kelurahan
XXXXXXXXXXX, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, di
bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang
menikah tahun 2012;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat
sering terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan
Tergugat karena Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak
terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita Penggugat, Penggugat dan
Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah
hingga sekarang sudah lebih 3 tahun;
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- Bahwa selama hidup berpisah Tergugat pernah datang
mengunjungi Penggugat hanya untuk menyerahkan Penggugat
kepada orang tua Penggugat;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah

didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya
sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/lkuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas)
Nomor 1434/Pdt.G/2022/PA Bjm tanggal 07 Desember 2022 dan tanggal
15 Desember 2022 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya
Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut
akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugatan
tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg,
yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan
sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim
membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah
mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;
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Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili diwilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah
memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH
Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Penggugat
dengan Tergugat sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 1 April
2012 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan,
Kota Banjarmasin, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup,
sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat sudah dewasa, berakal sehat,
dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu,
sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1)
R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang
dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh
Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg.;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat
bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu
keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukiti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2. dan keterangan saksi-saksi,
maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan
Tergugat terikat perkawinan sah yang menikah pada tanggal 01 April 2012;

- Bahwa pada mulanya rumah
tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal
tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran suami isteri;

- Bahwa penyebab
perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat tidak
dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan
September 2019 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal
hingga sekarang sudah lebih dari 3 tahun;

- Bahwa selama hidup
berpisah Tergugat pernah datang hanya untuk menyerahkan Penggugat
kepada orang tua Penggugat, dan setelah itu antara Penggugat dengan

Tergugat tidak pernah lagi saling menemui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri, kemudian
pisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun, maka hal tersebut menunjukkan
perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
secara terus menerus, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998
yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa
berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan

indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
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Menimbang, bahwa selama hidup berpisah lebih dari 3 tahun, antara
Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling menemui lagi, maka
dapat diduga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin
komunikasi yang baik;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya antara Penggugat dengan
Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan
antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin komunikasi yang baik
serta ternyata pula nasehat yang diberikan Majelis Hakim sebagai upaya untuk
mendamaikan tidak berhasil bahkan Penggugat telah bertekad untuk bercerai,
maka hal itu menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara
Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada
lagi harapan untuk dapat didamaikan;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga/perkawinan
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran suami isteri sudah sedemikian rupa
sifatnya yang tidak ada lagi harapan untuk dapat didamaikan seperti yang
terjadi dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka hal itu
menunjukkan bahwa rumah tangga/perkawinan tersebut telah pecah (broken
marriage);

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah pecah, maka dapat
dipastikan perkawinan tersebut tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan,
yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah,
sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur’an surah Ar-Ruum
ayat 21, sehingga perkawinan tersebut tidak bermanfaat lagi untuk
dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin
bagi suami dan isteri serta anak mereka. Karena itu, demi kemaslahatan semua
pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan
berpendapat jalan yang terbaik adalah membubarkan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di
atas, maka pengadilan berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan
sebagaimana dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;
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Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat cukup beralasan, maka
gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga Pengadilan dapat menjatuhkan
talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana diktum
amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006
dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang
Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXX )
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awwal 1444 Hijriah, oleh kami
Drs. H. Mahalli, S.H., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Al Fahni, M.H dan
Mukhlisin Noor, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Rubyanti, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa
hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
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Drs. H. Al Fahni, M.H. Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.
Hakim Anggota,
Mukhlisin Noor, S.H. Panitera Pengganti,
Rubyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran 'Rp 30.000,00
2. Biaya Proses :Rp.  75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,00
4. PNBP Panggilan :Rp.  20.000,00
5. Redaksi :Rp.  10.000,00
6. Biaya meterai :Rp. 10.000,00
Jumlah :Rp. 445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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